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ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurjanah Rahantan
NIM : 0150204064
Judul Skirpsi : Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam Prespektih

Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Skirpsi ini berkaitan dengan Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Dalam
Prespektif Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pokok
permasalahannya tentang kebebasan dan tanggung jawab Pers, dengan rumusan
masalah Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Di Indonesia serta Kebebasan Dan
Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang
Pers. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (Library Research).
Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan dan tanggung
jawab pers di indonesia, sudah bisa dikatakan bahwa kebebasan maupun tanggung
jawab Pers di Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik. Karena adanya dukungan
maupun kerjasama antara pihak komunitas Pers maupun pihak pemerintah
Indonesia itu sendiri. Hal ini juga di dukung dengan adanya kerja keras dari
komunitas Pers itu sendiri, yang mana mereka berjuang untuk mendapatkan
kemerdekaan Pers dan berusaha bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan
mereka mulai dari masa Orde Lama sampai dengan saat ini. Dan Kebebasan dan
tanggung jawab Pers Prespektif Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers
sebagai dasar hukum Pers di Indonesia merupakan salah satu wujud kedaulatan
rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasihukum. Kebebasan pers itu bukanlah
kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab.
Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan
Pers.

Vi



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi
Konsonan Huruf-huruf bahasa Arab di transliterasi kedalam huruf Latin
sebagai berikut :

B < Z D F <
T < S o q a
S & Sy Uk K &
J 'z S o L J
H e D e M N
Kh z T b N 0
D Z ) H to
Z ; s W g
R D) G ] Y LS

Hamzah (= ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda
apapun. jika ia terletak di tengah di akhir, maka di tulis dengan tanda ( * )

B. Vokal dan Diftong
1. Vokal atau bunyi (a),(i) dan (u) ditulis dengan ketntuan sebagai berikut :

Pendek Panjang
Fathah a a
Kasrah i i
Dammah u u

2. Diftong yang sering ‘I' jumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya bayn dan gawl

3. Saddah dilambangkan dengan konsonan ganda. kata sandang adalah al —
(alif lam ma’rifah ) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak
diawal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (
Al-). Contohnya :

a. Menurut pendapat al- Bukhariy, hadis in.....
b. Al- Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini.....

4. Ta’Marbutah trasliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat,
maka ia terasliterasi dengan huruf h.
Contohnya Al- risalat li al- mudarrisah

5. Kata atau kalimat Arab ang transliterasi adalah Arab yang belum menjadi

bagian Bahasa Indonesia, ada pun Istilah yang sudah menjadi bagian dari
perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam

Vi



trasliterasi di atas, misalnya perkataan al-quran (dari Al- Qur’an), sunnah,
khusus dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus
ditrasliterasi secara utuh, misalnya Fil zilal al-Qur’an

6. Lafaz al-Jalalah yang di dahului oleh partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilayh (frase nominan),
diterasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya : dinullah, billah

7. Adapun ta’marbutah di ahiri kata yang di sandarkan pada lafaz al-jalalah,

transliterasi dengan huruf; t. Contohnya : Hum fi rahmatillah
C. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah :

NGO~ wWNE

Swi. = subbahanahu wataala

saw. = sallallahu* alayhi wassallam
a.s. = ‘alayhissallam

H. = Hijrah

M. = Masehi

s.M. = Sebelum masehi

w = Wafat

QS...(..) :4 =Quran,Surat.....ayat 4

viii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kebebasan Pers di samakan dengan kebebasan berpikir, dalam
Islam juga kebebasn Pers di maksudkan sebagai seorang muslim yang menyeruh
kepada kebaikan dan melarang kepada hal yang buruk. Islam menjamin
kebebasan ini secara konkrit dan nyata,karena kebebasan ini di atur oleh akidah,
dijaga oleh ahklak dan di awasi setiap saat oleh Allah Subahanahu wa Ta‘ala.

dalam Firman Allah Subahanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Hujrat ayat 6:

L’qi;f‘_\ a0 ‘U@A.a\.ng\}maqu\ \}u.usl_md.u\ﬁécbu\ \}.\A‘G u.nﬂ\\.@_\\_:
1 Q.m.l.ae.\hﬁ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu !

Selanjutnya penanggung jawab Pers terhadap hukum masyarakat, dan pers
itu sendiri tidak cukup, yang lebih penting dari itu adalah, semua yang teribat
dalam pers, diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya kepada Allah

Subahanahu wa Ta'ala. dalam AL-Qur’an surat Ali-Imran ayat 110:
56 O 53y R e ux—t—u u;)’-d‘-' u;afb ol ‘—b»i sl - B
R ws.u.sj\ J.\S\ju}m}d\ R ;’GJ\;LLJ\SJQSJ\&,\UA\;

Terjemahannya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di

Y Al-Qur’anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006),
hal. 743.



antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik".>

Terlepas dari itu menurut Nurudin seorang jurnalis memiliki rasa ingin tahu
yang sangat besar, sehingga apa bila mereka melihat atau mendenar sebuah berita
maka mereka akan mencari informasi yang lebih detail lagi tentang berita
tersebut.® Informasi yang didapat oleh manusia selalu saja berkembang di setiap
zaman, walaupun pada awalnya informasi yang di dapati tersebut bersal dari
sumber yang berantai atau bisa dikatakan informasi terkait berita tersebut
disebarkan “dari mulut ke mulu”. Bahkan cerita yang ada pada zaman dahulu
hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. Namun dengan perkembangan
manusia yang menemukan berbagai perangkat yang sekarang dikenal dengan
media masa dan media elektronik yang mendukung atau yang menjadi sarana
penyebaran informasi yang dianggap lebih memudahkan untuk mengetahui suatu
informasi.

Hal ini menunjukan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu
memerlukan informasi dari orang lain-secara langsung atau dari media massa serta
membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang kehidupannya. Terlebih
dari itu manusia pasti berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk sosial
komunal guna membangun masyarakat yang dinamis. Sudah barang tentu dalam
bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang menimbulkan berbagai pendapat atas
terjadinya suatu permasalahan, dan perbedaan pendapat adalah hal yang bersifat

kodrati.

2 Al-Qur’anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006),
hal. 80.
® Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 22



Hampir di seluruh negara, kebebasan Pers dipandang sebagai hal yang amat
urgen karena kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran
dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional.
Dimaksud Pers di sini adalah surat kabar, majalah, dan bulletin (dalam arti
khusus) juga termasuk radio, film, dan televisi (dalam arti umum).* Pers, sebagai
the fourth state, dengan kebebasan itu dapat menjalankan fungsi dan perannya
secara maksimum; memberikan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.

Di Indonesia, kebebasan Pers dijamin dalam Undang — Undang No. 40
Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar
ini disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama; kondisi tanpa paksaan
dalam berbuat dan mengemukakan buah pikiran.

Sejak era Reformasi bergulir, Pers dapat betul-betul menikmati
kebebasannya. Angin segar yang menerpa dunia Pers Indonesia di samping
mendatangkan nilai positif di mana Pers dapat menjalankan fungsi kontrol dan
penyebarluasan berita, juga tidak jarang mempunyai dampak negatif (negative
spread), misalnya terjadinya eksploitasi dan manipulasi data dan berita,
pemberitaan masalah — masalah pornografi baik dalam bentuk tulisan maupun

gambar, dan semacamnya.

* Simorangkir, Hukum dan Kebebasan Pers, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hal. 3



Kondisi demikian terjadi karena di samping ada Pers yang mengutamakan
segi sensasi dangkal dari pada pentingnya peristiwa yang diliput sehingga tidak
jarang pers meliput berita yang merugikan orang, baik secara perorangan maupun
kelompok, juga tidak jarang Pers lebih mengutamakan segi komersial dari pada
mutu suatu berita bahkan lebih jauh lagi telah menjurus pada bisnis semata hingga
menyebabkan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar
pendapat antara komisi | DPR dengan masyarakat Pers, sejumlah anggota DPR
mengecam kebebasan Pers dan mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun
1999 dengan memasukkan pasal- pasal pidana KUHP.®

Ditambah lagi dengan pada zaman moderen ini penyimpangan -
penyimpangan pers dalam hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
dapat dikategorikan dalam kejahatan kesusilaan yang terdiri dari tiga macam,
yaitu:

1. penyebar luaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka
suatu tulisan yang diketahui isinya adalah gambar atau benda yang
sifatnya melanggar kesusilaan.

2. membuat, memasukkan, atau mengeluarkan atau mempunyai dalam
persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda
yang sifatnya melanggar  kesusilaan  untuk  disebarluaskan,

dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka.

® Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), hal.
19



3. tanpa diminta, menawarkan atau menyertakan sebagai dapat diperoleh
suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda yang
sifatnya melanggar kesusilaan baik dilakukan secara terbuka maupun
dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.’

Hal demikian seakan membatasi kebebasan Pers di indonesia, padahal
kebebasan Pers sendiri merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat
yang didasarkan pada pasal 28 Undang — Undang Dasar 1945. Kebebasan pers di
Indonesia juga saat ini memiliki Uundang - Undang sediri yaitu Undang - Undang
No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimana terdapat pasal yang menjelaskan
tentnag kebebasan maupun tanggung jawab Pers, pasal-pasal yang dimaksud
yakni,

Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan ‘pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta
asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.’

Kendati demikian walaupun kebebasan Pers sudah memiliki dasar hukum

yang dikatakan akan menjamin kebebasan Pers serta mengharuskan tanggung

® Lumintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 40-41
"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers



jawab Pers terhadap pemberitaan yang di berikan, tetapi tetapsaja prakteknya
masih terdapat hambatan- hambatan menuju kebebasan maupun tanggung jawab
Pers yang sesuai dengan Undang - Undang No 40 Tahun 1999.

Hal ini bisa dilihat dari kasus — kasus yang berkaitan dengan kebebasan Pers
mapun tanggung jawab Pers yang sering terjadi di negera ini, seperti salah satu
kasus di indonesia terkhususnya wilayah provinsi maluku, yakni pada tahun 2010
ada dua jurnalis yang di bunuh Ridwan Salamun di Tual dan Alfrets Mirulewan di
Kisar, Maluku Barat Daya. Di mana kedua jurnalis ini menggunakan kebebasan
Pers untuk memberikan informasi yang mereka dapat namun informasi tersebut
ternyata memberikan dampak buruk terhadap segilintar kelompok tertentu
sehingga kedua jurnalis ini di bunuh.® Selain itu baru — baru ini muncul berita
terkait dengan gubernur maluk yakni bapak Murad Ismail yang di katakan
melakukan tindakan pembatasan terkait kebebasan Pers di maluku dengan
mengutip pembicaraan bapak gubernur maluku yakni,

"Kita harus bisa memposisikan diri seperti wartawan di Malaysia. Tenaga
kerja kita di Malaysia dianiaya dengan luar biasa. Tapi tidak pernah
wartawan Malaysia menulis yang jelek-jelek tentang orang Malaysia,” di
langsir dari Gatra.com’

Selain itu kasus terbaru adanya oknum polisi yang memasuki ruang redaksi
Harian Info Baru di wilayah maluku barat daya dan melakukan ancaman kepada
jurnalis di media tersebut. Lantaran media tersebut dianggap memberikan

pemberiaan yang tidak relevan atau tidak bertanggung jawab sepenunya terhadap

®https://www.malukunews.co/berita/ambon/4hbey0c04cl51g5/implementasi-uu-pers-dan-
penanganan-perkara-pers-di-maluku di akses 26 September 2019, 14:08

*https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5d120ed70d82304c4c3e3ac2/batasi-
pemberitaan-media-gubernur-maluku-sudah-melanggar-ham di akses 26 September 2019, 14:08
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berita tersebut, dan menurut penulis masih banyak lagi kasus yang serupa yang
tak dapat penulis jelaskan satu persatu. Intinya adalah kasus ini memberikan kesan
bahwa dasar hukum Pers tersebut belum atau tidak memberikan penjaminan
sesuai dengan yang suda di jabarkan dalam Undang - Undang No 40 Tahun 1999
tentang Pers

Terlepas dari itu setelah disahkannya Undang - Undang No 40 Tahun 1999
tentang pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional.
Ternyata undang - undang ini juga membawa pengaruh negatif dengan dasar
kebebasan yang tidak terkontrol dan cenderung berlebihan sehingga memberi
kesan bahwa pertanggung jawaban dalam Pers tidak dijamin oleh Undang -
Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan dasar hukumnya.
Sebagaimana ditulis Gunandar, arus informasi membawa perubahan sikap,
kebiasaan, cara berpikir, bahkan kadang-kadang terjadi kejutan dan benturan
budaya. Di satu sisi arus informasi dapat membawa perubahan sosial yang
menimbulkan ketegangan dan di sisi_lain informasi itu dapat mendinginkan
ketegangan yang sempat terjadi.

Maksud dari pendapat diatas yaitu bagaimanapun dan apapun berita yang
disampaikan kepada masyarakat dengan berlandaskan kebebasan Pers tetapi tetap
harus memperhatikan tanggung jawab dari berita tersebut dalam hal ini tanggung
jawab per tersebut. Karena kebebasan Pers dan juga tanggung jawab Pers di atur
dalam Undang - Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Maka dari itu kebebasan Pers mapun pertanggung jawaban Pers ini perlu

mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam memperjelas dasar hukum



kebebasan dan tanggung jawab pers ini karena menurut penulis penyimpangan —
penyimpangan maupun hambatan - hambatan yang terjadi dalam kebebasan Pers
mapun pertanggung jawaban Pers tersebut dikarenakan ketidak jelasan dasar
hukum dan atau implementasinya.

Dengan demikian maka dari penjelasan yang singkat diatas penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pengaturan Undang — Undang No.
40 Tahun 1999 tentang Pers yang terkait dengan kebebasan dan pertanggung
jawaban Pers di Indonesia, dengan mengangkat judul penelitian “KEBEBASAN
DAN TANGGUNG JAWAB PERS DALAM PRESPEKTIH UU NO. 40

TAHUN 1999 TENTANG PERS”

B. Rumusan Masalah
Berdasar penjelasan latar belakan diatas maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimanakah Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers di Indonesia?
2. Seperti Apakah Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang—
Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini perlu dibatasi, yakni: pengkajian terhadap kebebasan dan tanggung
jawab Pers di Indonesia, serta peraturan perundang — undang yang terkait dengan
kebebasan dan tanggung jawab Pers yakni Undang — Undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian



1. Tujuan Penelitian
1) Mengetahui Kebebasan dan tanggung jawab Pers di Indonesia.
2) Menguraikan analisis tentang kebebasan dan tanggung jawab Pers
dalam Undang — Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Manfaat Penelitian
a) Manfaat Teoritis
Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu
hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi tentang
kebebasan pers, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan
informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan
penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan
kebebasan pers
b) Manfaat Praktis
Penelitian ini_dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya,

dan para pembaca pada umumnya.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu jenis
penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan menganalisis terhadap
sumber-sumber tertulis,* yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
dan yang menjadi dasar hukum jaminan kebebasan dan tanggung jawab Pers di
Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada prespektif hukum media massa
(Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers) terhadap jaminan kebebasan
dan tanggung jawab Pers di Indonesia.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu
penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang terdapat
dalam teori - teori. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan
untuk mengungkapkan suatu masalah dengan mengambil data berdasarkan
kepustakaan, dimana kajian — kajian dilihat sebagai fakta karena kajian — kajian

tersebut akan berinteraksi dengan pranata — pranata sosial lainnya.”

! Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hal.
12

2 Ronny Hanitijo, Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990), hal. 10
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C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek
darimana data dapat diperoleh.®> Sumber data pada penelitian normatif ini
berdasarkan bahan pustaka yang mana merupakan data dasar yang dalam ilmu
penelitan digolongkan sebagai jenis data primer dan sekunder serta didukung
dengan data tersier.* Yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum
yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, penegakan hukum
yang efektif serta fasilitasnya, sehingga mempunyai sifat mengikat.’
Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain meliputi:

1. Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma
hukum, melainkan berbentuk pendapat ahli. Bahan ini berupa buku-buku
atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta
karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang
bertujuan memberikan penjelasan terhadap hukum primer.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sulit untuk
dipahami. Bahan hukum tersier ini meliputi:

1. Kamus Bahasa Indonesia.

® Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2002), hal. 107.

* Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjawan Singkat (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 23-24.

® Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press,1986), hal.167



45

2. Kamus Bahasa Inggris.

3. Kamus Hukum
D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan
identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web
(internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan
untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang Kebebasan
Dan Tanggung Jawab Pers Dalam Prespektif UU No. 40 Tahun 1999 Tentang
Pers.’
E. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang
penulis lakukan adalah tahap analisis. Ini adalah tahap terpenting dan
menentukan. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis data deskriptif kualitatif. kaidah Deskriptif adalah bahwasannya
proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan
diperoleh, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan.
Sedangkan kaidah kualitatif —adalah bahwasannya proses analisis tersebut
ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk
menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun

melemahkan teori yang telah ada tampa menggunakan rumus statistik.’

® Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid | (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83.
’ Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002),
him. 41.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kkebebasan dan tanggung jawab pers di indonesia, sudah bisa dikatakan
bahwa kebebasan maupun tanggung jawab Pers di Indonesia saat ini
sudah jauh lebih baik. Karena adanya dukungan maupun kerjasama
antara pihak komunitas Pers maupun pihak pemerintah Indonesia itu
sendiri. Hal ini juga di dukung dengan adanya kerja keras dari komunitas
Pers itu sendiri, yang mana mereka berjuang untuk mendapatkan
kemerdekaan Pers dan berusaha bertanggung jawab dalam setiap
pekerjaan mereka mulai dari masa Orde Lama sampai dengan saat ini.

2. Kebebasan dan tanggung jawab Pers Prespektif Undang-Undang No. 40
tahun 1999 tentang Pers.; Dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang
No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum Pers di Indonesia
merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang
sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan
supremasi hukum. Kebebasan pers itu bukanlah kebebasan tak terbatas,
melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut

tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan Pers.
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B. Saran

1. Diharuskan agar pihak komunitas Pers maupun Pemerintah harus
bekerjasama dan saling bahu-membahu nntuk menjaga kebebasan
maupun tanggung jawab Pers di Indonesia agar kedepannya lebih baik
lagi.

2. Pemerintah harus memperhatikan Undang-Undang Pers ini karena pada
dasarnya Undang-Undang ini merupakan dasara hukum Pers di
Indonesai. Harus di sosialisasikan kepada masyarakat dan di khususkan
untuk aparat penegak hukum agar persoalan hukum yang berkaitan
dengan Pers maka Undang-Undang Pers ini lah yang menjadi
landasannya.

Dengan demikian mengingat Informasi adalah satu hal yang tidak dapat
dipisahkan dengan masyarakat di zaman sekarang ini, bisa dikatakan hal tersebut
sudah menjadi bagian dari pada hidup mereka. Oleh karena itu, dalam
pembentukan aturan maupunhal-hal" yang berkaitan alangkah baiknya apabila
pemerintah lebih memberikan partisipasi penuh kepada hal tersebut misalnya.
kepada dasar hukum, komunitas Pers ataupun para wartawan agar memberikan

peningkatan pran dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia.
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